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SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 067 / 29 / 432.304 /2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2026
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWSAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PAMEKASAN

Menimbang    :            a.	bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asaspenyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan,setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
b.	bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan Administrasi yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Keputusan Plt.Dinas  Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten  Pamekasan;
Mengingat	:	a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
b.	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009Tentang Pelayanan Publik;
c.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
d.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Publik;
e.	Peraturan Gubernur Jawa Timur no 31 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksana Perda No 08 tahun 2011 tentang pelayanan Publik;
f.	Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
g.	Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pamekasan.


MEMUTUSKAN :
Menetapkan :PERTAMA	:  Standar pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten 
                                Pamekasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA		: Standar pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  Kabupaten 
  Pamekasan meliputi ruang lingkup pelayanan : Administratif dan Perizinan.
KETIGA		: Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini  wajib 
  dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja  
  pelayanan oleh pimpinan penyelenggara,aparat pengawasan,dan masyarakat dalam 
  penyelenggaraan pelayanan public.
KEEMPAT	: 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
		  2. Keputusan ini akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.














       Ditetapkan di 	: Pamekasan
       Pada tanggal	: 20 Januari 2026
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       Plt. Kepala Dinas Perumahan 
       Rakyat dan Kawasan Permukiman
[image: ]       Kabupaten Pamekasan


MUHARRAM, ST
Pembina Utama Muda
NIP.19680330 199803 1 006




Lampiran I	: Kepala Dinas Perumahan 
      	  Rakyat dan Kawasan Permukiman
Nomor	: 067 / 29 / 432.304 /2026
Tanggal 20 Januari 2026



A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar pelaksanaan
Semangat Reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi pelayanan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan. Tuntutan gencar yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat, yang harus direspon oleh pemerintah khususnya Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan melakukan perubahan – perubahan yang terarah guna meningkatkan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
1.2 Maksud dan Tujuan 
1. Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan Publik memiliki maksud untuk memberikan    pedoman dan prosedur pelayanan yang dilaksanakan Kantor Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik Dan tujuan :
1. Terwujudnya komitmen antara lembaga Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan seluruh lapisan masyarakat.
2. Tercapainya manajemen pelayanan yang efektif
3. Terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat










STRUKTUR ORGANISASI 
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PAMEKASAN 
NOMOR .07 TAHUN 2023
TENTANG 
KEDUDUKAN SUSUNAN  ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
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[bookmark: _Hlk227821878]                 STANDART PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Adanya berkas / surat dari masyarakat / kantor / dinas lain.

	2.
	Sistem,	Mekanisme	dan Prosedur
	1. Kasubag menerima dokumen pelaksanaan anggaran OPD dan mengkonsultasikan pelaksanaannya dengan sekretaris
2. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan kegiatan unit pelayanan;
3. Menyiapkan administrasi pencairan dana ke bendahara;
4. Bendahara melakukan verifikasi dokumen, apabila disetujui mengajukan SPP online untuk penerbitan SPM;
5. Bendahara menandatangani SPP dan SPM kemudian dikirim ke BKD
6. Mengarsipkan DPA.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	14 Hari
setelah menerima surat masuk

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

	6.
	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
· Ruang Pengaduan DPRKP di Jalan Jokotole No. 143
· Kotak dan Buku Pengaduan
· Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com



b. Manufacturing
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan;



	
	
	5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 Tanggal 29 Oktober 2025, Pebup No.73 Tahun 2025 tentang perubahan APBD 2025;
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakya dan Kawasan Permukiman.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. Alat tulis kantor
3. Perangkat jaringan
4. Komputer / Laptop
5. Printer
6. Proyektor
7. Aplikasi Simardi

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SMA, dan S 1
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu mengoperasikan internet.
4. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelyanan administrasi perkantoran.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
4. Inspektur
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
YANG BERLAKU "

	7.
	Jaminan	Keamanan	dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart
pelayanan akan diberikan pelayanan khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	-	Evaluasi melalui rapat 3 bulan sekali
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[bookmark: _Hlk227821900][bookmark: _Hlk227821911]STANDART PELAYANAN (SP) PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Adanya surat pengajuan permohonan perawatan
peralatan operasional dinas

	2.
	Sistem,	Mekanisme	dan Prosedur
	1. membuat dokumen daftar permohonan perawatan / pemeliharaan peralatan gedung kantor;
2. Meminta	persetujuan	kepada	pimpinan	dan menyampaikan hasil persetujuan tersebut ke PPK
3. Bendahara
4. Menyerahkan dokumen RAB kepada bendahara untuk di verifikasi antara permohonan dan ketersediaan biaya
5. Melaksanakan proses belanja pengadaan dan perawatan operasional dinas
6. Membuat laporan pembukuan terkait pengadaan dan pemeliharaan operasional dinas secara berkala kepada sekretaris dan dilanjutkan kepada Kepala Dinas
7. Mendistribusikan kepada masing-masing bagian sebagai
bagian dari pendukung kualitas kinerja aparatur

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	15 Hari 40 Menit setelah menerima surat masuk

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah

	6.
	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
· Ruang Pengaduan DPRKP di Jalan Jokotole No. 143
· Kotak dan Buku Pengaduan
· Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com



b. Manufacturing
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahu 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14



	
	
	Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
6. Peraturan Daerah No.6 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
7. Perbup Pamekasan No. 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kab. Pamekasan Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Bupati No. 93 tahun 2021 tanggal 30
Desember tentang Penjabaran APBD 2024.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK
2. Buku agenda surat masuk / keluar
3. Lembar disposisi
4. Buku kontrol
5. Lemari, Meja dan Kursi
6. Komputer
7. Printer

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SMA, D 3 dan S 1
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu mengoperasikan internet.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
YANG BERLAKU "

	7.
	Jaminan	Keamanan	dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart
pelayanan akan diberikan pelayanan khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	- Evaluasi melalui rapat 1 bulan sekali
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[bookmark: _Hlk227821965][bookmark: _Hlk227821973]STANDART PELAYANAN (SP) PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Adanya surat permohonan pengajuan pengadaan
peralatan operasional dinas

	2.
	Sistem,	Mekanisme	dan Prosedur
	1. Memeriksa stok barang persediaan
2. Mencatat Kebutuhan sehari-hari kantor yang akan diadakan
3. Membuat dan mengajukan daftar permohonan pembelian keperluan sehari-hari kantor
4. Memeriksa dan menandatangani daftar permohonan pengadaan peralatan kantor. Apabila jumlah pembelanjaan dibawah 5juta dilakukan oleh Dinas, apabila diatas 5 juta dibayarkan langsung ke toko/CV
5. Melaksanakan pembelanjaan barang-barang kebutuhan kantor
6. Memeriksa barang dan pembukuan pembelanjaan barang-barang serta menginput data kedalam aplikasi persediaan (SIMASDA PERUMAHAN)
7. Mendistribusikan kepada masing-masing bagian atau
pegawai sesuai dengan kebutuhan atau permintaan.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	2 Jam 35 Menit setelah menerima surat masuk

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	6.
	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
· Ruang Pengaduan DPRKP di Jalan Jokotole No. 143
· Kotak dan Buku Pengaduan
· Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com



b. Manufacturing
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang   SOP di



	
	
	Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4).
6. Permen PAN dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang petunujuk tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Revisi atas laporan kinerja.
7. Perda Kabupaten Pamekasan No. 6 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun 2024.
8. Perbup Pamekasan No. 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kab. Pamekasan Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,  Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
10. Peraturan Bupati No. 93 tahun 2021 tanggal 30
Desember tentang Penjabaran APBD 2024.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK
2. Buku agenda surat masuk / keluar
3. Lembar disposisi
4. Buku kontrol
5. Lemari, Meja dan Kursi
6. Komputer
7. Printer

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SMA, D 3 dan S 1
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu mengoperasikan internet.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"	DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU "

	7.
	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	- Evaluasi melalui rapat 1 bulan sekali
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STANDART PELAYANAN (SP) ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH                                                                                                                

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Adanya berkas / surat dari masyarakat / kantor / dinas
lain

	2.
	Sistem,	Mekanisme	dan Prosedur
	1. Dinas	mendapat	surat	masuk	dari	instansi penyelenggara diklat ;
2. Lembar disposisi di paraf oleh sekretaris
3. Disposisi turun ke urusan Kepegawaian / Kasubbag Perencanaan, Umum, dan Kepegawaian
4. Kasubbag	Perencanaan	umum	dan	Kepegawaian menindaklanjuti disposisi ke staf
5. Staf mendistribusikan surat diklat tersebut ke masing- masing bidang
6. Bidang menyerahkan daftar nama yang akan mengikuti diklat
7. Membuat surat tugas untuk pegawai yang mengikuti diklat
8. Surat keluar diberi nomor diparaf Kepala bidang dan
sekretaris ditandatangani oleh kepala dinas

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	2 jam 50 Menit setelah menerima surat masuk

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	6.
	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
· Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
· Kotak dan Buku Pengaduan
· Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com




b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang	Nomor	23	Tahun	2014	tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perangkat Daerah;



	
	
	4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah No.6 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
8. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Bupati No. 03 tahun 2021 tanggal 30
Desember 2021 tentang Penjabaran APBD 2024.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK
2. Buku agenda surat masuk / keluar
3. Lembar disposisi
4. Buku kontrol
5. Lemari, Meja dan Kursi
6. Komputer
7. Printer

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SMA, D 3 dan S 1
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu mengoperasikan internet.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU "

	7.
	Jaminan	Keamanan	dan keselamatan pelayanan
	 -	Apabia Pelayanan tidak sesuai dengan standart elayanan akan diberikan pelayanan khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Membuat laporan secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas
· Menerapkan hasil diklat dan sharing ilmu dengan staf
lainnya
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[bookmark: _Hlk227822063]STANDART PELAYANAN (SP) PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Adanya berkas / surat dari kantor / dinas lain.


	2.
	Sistem,	Mekanisme	dan Prosedur
	1. Dinas mendapatkan surat masuk dari Sekda terkait penyusunan Rencana Kerja Dinas dan mendisposisikannya kepada Kasubbag Perencanaan Umum dan Kepegawaian
2. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang terkait usulan kegiatan rancangan awal Renja sesuai tupoksi
3. Menerima data usulan dari bidang
4. Memverifikasi dan mengolah data
5. Melaksanakan	rapat	koordinasi	terkait	target	dan penetapan prioritas program kegiatan
6. Merevisi draf rancangan Renja dan menyerahkannya ke Bappeda untuk diverifikasi
7. Menerima kebijakan umum anggaran PPAS yang sudah di sahkan oleh Bupati dan tandatangan Kadis
8. Menerima laporan PPAS yang sudah ditandatangani oleh Kadis untuk diarsipkan dan mengirimnya ke instansi
Terkait


	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	6 Hari 13 jam
setelah menerima surat masuk

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )


	5.
	Produk Pelayanan
	Program Peningkatan, Perencanaan, Pelaporan Kinerja Dan Keuangan

	6.
	Penanganan	Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
· Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
· Kotak dan Buku Pengaduan
· Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com










b. Manufacturing
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang	Nomor	23	Tahun	2014	tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
4. Perpres	No.	29	Tahun	2014	tentang	Sistem
       Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (Sop) Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
8. Peraturan Bupati No. 93 tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran APBD 2024.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi	5. Printer
2. Alat tulis kantor	6. Proyektor
3. Perangkat jaringan	7. Aplikasi Simardi
4. Komputer / Laptop

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SMA, dan S 1
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu mengoperasikan internet.
4. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelyanan administrasi perkantoran.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Sekretaris
3. Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian
4. Inspektur
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU "

	7.
	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart
pelayanan akan diberikan pelayanan khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	-	Evaluasi melalui rapat 3 bulan sekali
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[bookmark: _Hlk227822076]STANDART PELAYANAN (SP) PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Service Delivery
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. DPA
2. RUP
3. KAK
4. HPS
5. Kontrak

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan Kepada PPTK guna mempersiapkan dan melaksanakannya
3. PPTK mempersiapkan bahan pelaksanaan Kegiatan (KAK,HPS,SK,dll) untuk disampaikan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa,
4. Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses pihak ketiga (Perencana / Kontraktor) melaksanakan proses lelang
5. Pihak ketiga ( Perencana) melaksanakan kegiatan Perencanaan Konstruksi
6. PPTK melaksankan Monitoring Kegiatan
7. PPTK menyusun laporan kegiatan kepada KPA/PPK secara rutin dan berkala
8. KPA/PPK menindak lanjuti laporan PPTK (mengkroscek membahas dan melaporkan ke PA)
9. Panitia /Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan administrasi pekerjaan
10. KPA/PPK dapat menerima pekerjaan setelah melakukan pengecekan, menerima laoran dari PPTK dan Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan
11. KPA/PPK melaporkannya kepada PA
12. PA menerima laoran dari KPA/PPK sebagai bahan kebijakan
13. PPTK mengarsipkan Laporan kegiatan

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	Sesuai dengan Kontrak



	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan	Pengelolaan	dan	Pengembangan
Sistem Penyedia Air Minum

	6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com



b. Manufacturing


	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 122 tahun 2015 tentang sistem Penyediaan Air Minum
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. Alat Tulis Kantor
3. Perangkat Jaringan
4. Komputer
5. Printer
6. Pedoman/Peralatan Bor dan Accessoris

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami prosedur teknis perencanaan
2. Menguasai pengoperasian teknis SPAM
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya



	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
3. Kasi Pemanfaatan, Pengendalian Kawasan Permukiman Dan Air Bersih
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	6 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI JUKLAK/JUKNIS YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan terlaksananya pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan
juklak/juknis akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali
· Rapat insidentil setidaknya seminggu sekali


`
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[bookmark: _Hlk227822088]STANDART PELAYANAN (SP) PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Service Delivery


	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Usulan dari masyarakat/desa
2. Data base lokasi yang akan dikelola dan dikembangkan saluran pembuangnya

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (KAK, HPS, dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan
5. Pihak ketiga (Rekanan) melaksanakan kegiatan/Pengiriman Bahan bangunan
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan/Pengiriman Bahan Bangunan
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK
8. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang
9. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang mengkoreksi kelengkapan bahan bangunan
10. PPTK menyusun Laporan Ahkir menyampaikan kepada PPK
11. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
12. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
13. PPTK mengarsipkan Laporan

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	1 tahun anggaran



	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan	Pengelolaan	dan	Pengembangan
Sistem Drainase

	6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com




b. Manufacturing


	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
7. Perpres No. 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. Alat Tulis Kantor
3. Perangkat Jaringan
4. Komputer
5. Printer
6. Pedoman/Juklak/Juknis
7. Proyektor



	   3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami prosedur teknis bangunan dan pemberdayaan
2. Menguasai pengoperasian komputer
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya Bahan Bangunan
4. Memahami prosedur penyediaan rumah swadaya
5. Memahami proses pengadaan barang dan
jasa

	   4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
3. Kasi Pendataan, Perencanaan Kawasan Permukiman Dan Sanitasi
4. Inspektorat
5. Organisasi

	 5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	   6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI JUKLAK/JUKNIS YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

	   7.
	Jaminan terlaksananya pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan juklak/juknis akan dievaluasi dan dilakukan
perbaikan

	   8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali
· Rapat insidentil setidaknya seminggu sekali


`
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[bookmark: _Hlk227822098]STANDART PELAYANAN (SP) PENCEGAHAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH PADA DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Usulan dari masyarakat/desa/kelurahan
2. Data base RTLH

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan.
4. Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB)
5. Pembuatan SK Bupati
6. Sosialisasi
7. Pembuatan Rekening
8. Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan
9. Proses pencairan dana
10. Pengiriman Bahan bangunan tahap I
11. Transfer dana dan pencairan ongkos tukang tahap I
12. Pelaksanaan dan pelaporan tahap I
13. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan
14. Pengiriman Bahan bangunan tahap II
15. Transfer dana dan pencairan ongkos tukang tahap II
16. Pelaksanaan dan pelaporan tahap II
17. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan
18. PPTK menyusun Laporan Ahkir menyampaikan kepada PPK
19. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
20. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
21. PPTK mengarsipkan Laporan

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	1 tahun anggaran

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Pencegahan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kumuh






b. Manufacturing
	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
8. Perpres No. 7 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun
Anggaran 2024

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. Alat Tulis Kantor
3. Perangkat Jaringan
4. Komputer
5. Printer
6. Pedoman/Juklak/Juknis
7. Proyektor

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami prosedur teknis bangunan dan pemberdayaan
2. Menguasai pengoperasian komputer
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya Bahan Bangunan
4. Memahami prosedur penyediaan rumah swadaya
5. Memahami proses pengadaan barang dan jasa

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyau dan Kawasan Permukiman
2. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan
3. Kasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	5 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI JUKLAK/JUKNIS YANG TELAH DITETAPKAN	DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan terlaksananya pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan juklak/juknis akan dievaluasi dan dilakukan
perbaikan

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali
· Rapat insidentil setidaknya seminggu sekali
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[bookmark: _Hlk227822108]STANDART PELAYANAN (SP) PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Usulan dari masyarakat/desa/kelurahan
2. Laporan bencana dari masyarakat

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (KAK, HPS, dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan
5. Pihak ketiga (Rekanan) melaksanakan kegiatan pendataan/identifikasi
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan pendataan/identifikasi
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK
8. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang
9. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang mengkoreksi hasil pendataan/identifikasi
10. PPTK menyusun Laporan Ahkir menyampaikan kepada PPK
11. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
12. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
13. PPTK mengarsipkan Laporan

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	1 tahun anggaran

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan terhadap masyarakat terdampak bencana
alam



b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Perpres No. 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
8. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. Alat Tulis Kantor
3. Perangkat Jaringan
4. Komputer
5. Printer
6. Pedoman/Juklak/Juknis
7. Proyektor

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami prosedur teknis bangunan dan pemberdayaan
2. Menguasai pengoperasian komputer
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya Bahan Bangunan
4. Memahami prosedur penyediaan rumah swadaya
5. Memahami proses pengadaan barang dan jasa

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyau dan Kawasan Permukiman
2. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan
3. Kasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	5 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI JUKLAK/JUKNIS YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan terlaksananya pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan
juklak/juknis akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali
· Rapat insidentil setidaknya seminggu sekali
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[bookmark: _Hlk227822118]STANDART PELAYANAN (SP) PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH  KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Usulan dari masyarakat/desa/kelurahan
2. Laporan bencana dari masyarakat

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan.
4. Verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB)
5. Pembuatan SK Bupati/Nota Dinas
6. Proses pencairan dana
7. Pengiriman Bahan bangunan
8. Transfer dana
9. Pelaksanaan dan pelaporan
10. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan
11. PPTK menyusun Laporan Ahkir menyampaikan kepada PPK
12. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
13. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
14. PPTK mengarsipkan Laporan

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	1 tahun anggaran

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan terhadap masyarakat terdampak bencana
alam



b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman



	
	
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Perpres No. 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
8. Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. Alat Tulis Kantor
3. Perangkat Jaringan
4. Komputer
5. Printer
6. Pedoman/Juklak/Juknis
7. Proyektor

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami prosedur teknis bangunan dan pemberdayaan
2. Menguasai pengoperasian komputer
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya Bahan Bangunan
4. Memahami prosedur penyediaan rumah swadaya
5. Memahami proses pengadaan barang dan jasa

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyau dan Kawasan Permukiman
2. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Tata Bangunan
3. Kasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	5 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI JUKLAK/JUKNIS YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan terlaksananya pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan
juklak/juknis akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali
· Rapat insidentil setidaknya seminggu sekali
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[bookmark: _Hlk227822130]STANDART PELAYANAN (SP) PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 HA
a. Service Delivery


	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Usulan dari masyarakat/kelurahan
2. Data base Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Mereview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (KAK, HPS, dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan
5. Pihak ketiga (Konsultan) melaksanakan kegiatan/Penyusunan Identifikasi Infrastruktur di Permukiman Perkotaan
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan/ Penyusunan Identifikasi Infrastruktur di Permukiman Perkotaan
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK
8. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK, menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang
9. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang mengkoreksi kelengkapan Data Identifikasi
10. PPTK menyusun Laporan Akhir menyampaikan kepada PPK
11. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
12. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
13. PPTK mengarsipkan Laporan

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	1 tahun anggaran

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Penataan dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh



	6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com



b. Manufacturing


	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Perpres No. 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. AlatTulis Kantor
3. Perangkat Jaringan
4. Komputer
5. Printer
6. Pedoman/Juklak/Juknis
7. Proyektor

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami prosedur teknis Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman
2. Menguasai pengoperasian komputer
3. Memahami analisis Dasar Penyusunan Identifikasi Kebutuhan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Permukiman
4. Memahami proses pengadaan barang dan



	
	
	jasa

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
3. Kasi Pemanfaatan, Pengendalian Kawasan Permukiman Dan Air Bersih
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI JUKLAK/JUKNIS YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan terlaksananya pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan juklak/juknis akan dievaluasi dan dilakukan
perbaikan

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali
· Rapat insidentil setidaknya seminggu sekali


`
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[bookmark: _Hlk227822143]STANDART PELAYANAN (SP) PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PADA PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN / KOTA

a. Service Delivery


	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Usulan dari masyarakat/desa
2. Data base Infrastruktur Permukiman Kawasan Perdesaan (Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Kawasan Kampung
Batik dan Kawasan Bagi Rasa

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan DPA, PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK
3. PPTK Mereview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (KAK, HPS, dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
4. Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan
5. Pihak ketiga (Rekanan) melaksanakan kegiatan/Pengiriman bahan bangunan
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan/Pengiriman bahan bangunan
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK
8. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK, menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang
9. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan pengurus barang mengkoreksi kelengkapan bahan bangunan
10. PPTK menyusun Laporan Akhir menyampaikan kepada PPK
11. PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PA/KPA
12. PA/KPA menerima laporan hasil dari PPK
13. PPTK mengarsipkan Laporan

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	1 tahun anggaran

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Penyelenggaraan Infrastruktur
Permukiman di Kawasan Strategis



	6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com



b. Manufacturing


	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Perpres No. 12 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. Meja dan kursi
2. AlatTulis Kantor
3. Perangkat Jaringan
4. Komputer
5. Printer
6. Pedoman/Juklak/Juknis
7. Proyektor

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. Memahami prosedur teknis bangunan
2. Menguasai pengoperasian komputer
3. Memahami analisis Dasar Penghitungan Biaya Bahan Bangunan
4. Memahami prosedur penyediaan infrastruktur permukiman
5. Memahami proses pengadaan barang dan
jasa

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

	
	
	Kawasan Permukiman
2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih
3. Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	6 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI JUKLAK/JUKNIS YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK SESUAI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan terlaksananya pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan
juklak/juknis akan dievaluasi dan dilakukan perbaikan

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	· Evaluasi melalui rapat rutin 1 bulan sekali
· Rapat insidentil setidaknya seminggu sekali
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[bookmark: _Hlk227822155]STANDAR PELAYANAN (SP) PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN / KOTA

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. DPA
2. RUP
3. HPS
4. DED

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. PA Menugaskan KPA/PPK untuk melaksanakan Kegiatan;
2. KPA/PPK Meneruskan disposisi kepada PPTK;
3. PPTK Menreview dan mengecek kembali Bahan pelaksanaan kegiatan (DED, HPS, Spekteknis dll) untuk disampaikan kepada Tim/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Tim/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan proses lelang;
5. Pihak ketiga ( Pelaksana Kegiatan) melaksanakan kegiatan Pembangunan Konstruksi;
6. PPTK memonitoring Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi;
7. PPTK menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan melaporkan Kepada KPA/PPK;
8. KPA/PPK menerima hasil Laporan PPTK , menindaklanjuti serta mengundang Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk mengkoreksi Dokumen Hasil pelaksanaan;
9. KPA/PPK, PPTK dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan mengkoreksi Kelengkapan Dokumen Kegiatan;
10. PPTK menyusun Laporan Ahkir Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi dan menyampaikan kepada PPK;
11. KPA/PPK memeriksa dan menyampaikan hasil laporan kegiatan konstruksi kepada PA/KPA;
12. PA/KPA menerima laporan pelaksanaan Kegiatan dari PPK sebagai bahan kebijakan;
13. PPTK mengarsipkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Konstruksi.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	Sesuai dengan Kontrak

	4.
	Biaya / Tarif
	Tidak ada ( Gratis )



	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya

	6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com




b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/ 11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
2. Permendagri No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemendagri;
3. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan
Gedung.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK
2. Lemari, Meja dan Kursi
3. Komputer



	
	
	4. Printer
5. Kendaraan
6. Alat Ukur

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. D3 dan S1
2. Memahami	Analisis	Kebijakan Pembangunan Gedung Negara;
3. Menguasai	pengoperasian	komputer program Autocad;
4. Memahami	analisis	Dasar	Penghitungan Biaya;
5. Memahami Teknis Pengawasan;
6. Memahami Harga Satuan Bangunan.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala	Dinas	Perumahan	Rakyat	dan Kawasan Permukiman;
2. Kepala Bidang Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
3. Kasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
4. Inspektorat;
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	2 orang + Pihak Ketiga

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan	Keamanan	dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan
standart pelayanan akan diberikan pelayanan khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	- Rapat Evaluasi Kegiatan 1 minggu sekali
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[bookmark: _Hlk227822168]STANDART PELAYANAN (SP) PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DIWILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

a. ervice Delivery

	  No.
	Komponen
	Uraian

	   1.
	Persyaratan
	1. Pemohonan
2. Kelengkapan Administrasi
3. Kelengkapan Teknis

	   2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon melakukan Pendaftaran/ login online;
2. Sistem mengiriman kode verifikasi;
3. Sistem verifikasi identitas;
4. Pengisiani e-form permohonan KRK dan pernyataan untuk mengikuti ketentuan KRK oleh pemohon;
5. DPMPTSP mengirim dokumen KRK dan informasi persyaratan administrasi dan teknis secara elektronik;
6. Pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis oleh pemohon;
7. Pengiriman e-form permohonan IMB serta unggah persyaratan administrasi dan teknis oleh pemohon;
8. Pengiriman tanda terima dokumen secara elektronik oleh sistem;
9. Pencetakan tanda terima dokumen oleh pemohon;
10. Pemeriksaan kelengkapan dokumen oleh DPMPTSP;
11. Input pendataan BG oleh DPMPTSP;
12. Pengiriman surat elektronik pemberitahuan kelengkapan persyaratan oleh Tim Teknis;
13. Penilaian Dokumen Rencana Teknis oleh Tim Teknis;
14. Persetujuan tertulis oleh Timteknis;
15. Penetapan Nilai Retribusi IMB oleh DPMPTSP;
16. Penerbitan SKRD melalui surat elektronik oleh DPMPTSP;
17. Pembayaran retribusi IMB oleh pemohon;
18. Unggah bukti pembayaran retribusi IMB oleh pemohon;
19. Penerbitan IMB oleh DPMPTSP;
20. Pemutakhiran pendataan BG oleh DPMPTSP;



	
	
	21. Info nomor antrian/ kode pengambilan IMB dikirim secara elektronik oleh DPMPTSP;
22. Pengambilan IMB oleh Pemohon.

	   3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

	   4.
	Biaya / Tarif
	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku

	   5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi
Bangunan Gedung

	    6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com




b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018	tentang
Penyelenggaraan       Izin       Mendirikan



	
	
	Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung;
14. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK
2. Lemari, Meja dan Kursi
3. Komputer
4. Printer
5. Perangkat Jaringan;

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. D3 dan S1
2. Memahami Aturan Terkait Perijinan;
3. Menguasai pengoperasian komputer;
4. Menguasai Aplikasi terkait Perijinan IMB;

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala	Dinas	Perumahan	Rakyat	dan Kawasan Permukiman;
2. Kepala	Bidang	Perumahan,	Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
3. Kasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
4. Inspektorat;
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	2 orang + Pihak Ketiga

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan	Keamanan	dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan
khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	- Rapat Evaluasi Kegiatan 1 minggu sekali
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[bookmark: _Hlk227822180]STANDART PELAYANAN (SP)
PENYELENGGARAAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN FORMAL

a. Service Delivery

	  No.
	Komponen
	Uraian

	    1.
	Persyaratan
	1. Fotocopy KTP pemohon
2. Fotocopy Akta Pendirian badan usaha hukum penyelenggaraan perumahan/ permukiman
3. Fotocopy SPPT PBB dan Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir
4. Fotocopy sertifikat tanah (HGB) atas nama pengembang untuk PSU yang akan diserahkan kepada Pemda
5. Daftar dan gambar rencana tapak (site plan, zoning dan lain-lain)
6. Fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah dab/atau bangunan PSU oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah bermaterai

	    2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pemohon mengajukan permohonan penyerahan secara administrasif
2. Meneliti berkas permohonan aesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja; mengundang
3. Tim Verifikasi mengundang pengembang untuk paparan di hadapan Tim Verifikasi
4. Pemaparan PSU yang akan diserahkan oleh pengembang di hadapan Tim Verifikasi
5. Inventarisasi rencana tapak yang disetujui Pemda, tata letak bangunan dan lahan, besaran / luas PSU
6. Penyusunan dan penyepakatan jadwal kerja dan instrumen penelitian PSU
7. Penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi
8. Pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU
9. Perbaikan PSU yang rusak
10. Menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU
11. Pengajuan berita acara pemeriksaan lapangan dan penilaian kepada Tim Verifikasi
12. Mengajukan PSU   yang   layak   diterima



	
	
	kepada Bupati untuk ditetapkan
13. Penyusunan berita acara serah terima, penetapan jadwal penyerahan dan OPD yang berwenang mengelola
14. Penandatanganan Berita acara serah terima PSU oleh Bupati dan pengembang dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administrasi
15. PSU Perumahan menjadi aset daerah

	    3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	150 Hari

	    4.
	Biaya / Tarif
	Tidak dipungut biaya

	    5.
	Produk Pelayanan
	Sertifikat PSU yang diserahkan ke Pemda

	    6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143
Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com




b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang No 1 Tahun 2011, Tentang Perumahan	dan
KawasanPermukiman;Permendagri No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemendagri;
2. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Daerah;
4. Permendagri No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemendagri;
5. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK
2. Lemari, Meja dan Kursi
3. Komputer
4. Printer
5. Perangkat Jaringan

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. D3 dan S1
2. Memahami Aturan Terkait Penyerahan PSU Perumahan Formal;
3. Menguasai pengoperasian computer.



	
	
	

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala	Dinas	Perumahan	Rakyat	dan Kawasan Permukiman;
2. Kepala	Bidang	Perumahan,	Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
3. Kasi Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan;
4. Inspektorat;
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	Tim + Pihak Ketiga

	6.
	Jaminan Pelayanan
	"DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
YANG BERLAKU"

	7.
	Jaminan	Keamanan	dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart pelayanan akan diberikan pelayanan
khusus

	8.
	Evaluasi kinerja pelaksana
	- Rapat Evaluasi Kegiatan 1 minggu sekali
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[bookmark: _Hlk227822196]STANDART PELAYANAN (SP) PENERBITAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL (NON KECIL DAN KECIL)

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Terdata dalam database; dan
2. Merupakan badan usaha atau perorangan pelaku jasa konstruksi

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Berdasarkan data yang dimiliki dilakukan pemetaan jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi jasa konstruksi;
2. Membetuk tim monev;
3. Membawa surat tugas; dan
4. Membawa peralatan ATK dan data awal.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	Berdasarkan jadwal yang dibuat

	4.
	Biaya/Tarif
	Tidak ada (Gratis)

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi

	6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143 Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com



b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tanggal 30 Desember 2021 tentang APBD 2024;
6. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman;



	
	
	7. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan; dan
9. Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyatrepublik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK
2. Lembar disposisi
3. Buku kontrol
4. Lemari, Meja dan Kursi
5. Komputer
6. Printer
7. Kendaraan Roda 2 dan 4

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SLTA, D3 dan S1
2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Mampu mengoperasikan internet.

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Kabid Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan
3. Kasi Perencanaan, Pengendalian Perumahan Dan Bina Konstruksi
4. Inspektorat
5. Organisasi

	5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	6.
	Jaminan Pelayanan
	" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU "

	7.
	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart
pelayanan akan diberikan pelayanan khusus

	8.
	Evaluasi	kinerja pelaksana
	- Evaluasi melalui rapat 1 bulan sekali
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[bookmark: _Hlk227822205]STANDART PELAYANAN (SP) PENYELENGGARAAN PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

a. Service Delivery

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Persyaratan
	1. Terdata dalam database; dan
2. Merupakan badan usaha atau perorangan pelaku jasa konstruksi
3. Memiliki pengalaman bekerja di bidang konstruksi

	2.
	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
	1. Pendaftaran dari asosiasi atau badan usaha;
2. Menyerahkan persaratan (KTP warga Pamekasan, Ijazah atau surat keterangan dari kepala desa jika tidak bersekolah, surat form pendaftaran);
3. Membawa surat tugas atau pengantar dari perusahaan jika tenaga tetap badan usaha; dan
4. Surat   penyataan    bersedia    mengikuti    kegitan
sosialisasi dan sertifikasi.

	3.
	Jangka Waktu Pelayanan
	Berdasarkan jadwal yang dibuat

	4.
	Biaya/Tarif
	Tidak ada (Gratis)

	5.
	Produk Pelayanan
	Pelayanan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

	6.
	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
	Layanan Pengaduan :
Ruang Pengaduan DPKP di Jalan Jokotole No. 143 Kotak dan Buku Pengaduan
Email : ciptakarya.pamekasan@gmail.com




b. Manufacturing

	No.
	Komponen
	Uraian

	1.
	Dasar Hukum
	1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman PenyusunanS tandar Prosedur (SOP) AdministrasiPemerintahan.
2. Permendagri No. 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemendagri.
3. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di LingkunganPemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 2 Seri D), Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kabupaten Pamekasan



	
	
	Nomor   13    Tahun    2013    (Lembaran    Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4).
5. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi Dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan; dan
8. Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyatrepublik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2019 Tentang Pedoman Pelayanan
Perizinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

	2.
	Sarana dan Prasarana
	1. ATK (seminar kit)
2. Lembar disposisi
3. Buku kontrol
4. Lemari, Meja dan Kursi
5. Komputer
6. Printer

	3.
	Kompetensi Pelaksana
	1. SD, SLTP, SLTA, D3 dan S1
2. Mampu mengoperasikan komputer.
3. Mampu memahami jenis dan fungsi alat konstruksi.
4. Mempu menggunakan alat tukang konstruksi

	4.
	Pengawasan Internal
	1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Kabid Perumahan, Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Dan Tata Bangunan
3. Kasi Perencanaan, Pengendalian Perumahan Dan Bina Konstruksi
4. Inspektorat
5. Organisasi

	  5.
	Jumlah Pelaksana
	3 orang

	    6.
	Jaminan Pelayanan
	" DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI KAMI SIAP MENERIMA
SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU "

	    7.
	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan
	- Apabila Pelayanan tidak sesuai dengan standart
pelayanan akan diberikan pelayanan khusus

	    8.
	Evaluasi	kinerja pelaksana
	- Evaluasi melalui rapat 1 bulan sekali
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